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BERITA DAERAH KOTA CILEGON 

TAHUN: 2018 N O M O R : 6  

PERATURAN WALIKOTA CILEGON 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DAERAH BAGI GURU DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN NON PNS DI DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA CILEGON, 

tentang 1999 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, memberi 

motivasi dan penghargaan kepada gum dan Tenaga 

Kependidikan dengan status Non Pegawai Negeri Sipil yang 

bertugas dan berperan aktif di Dinas Pendidikan Kota Cilegon 

untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara 

profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah; 

b. bahwa tugas dan fungsi gum dan tenaga kependidikan non 

Pegawai Negeri Sipil dalam membantu dan meningkatkan 

kualitas pendidikan di Kota Cilegon sangat besar sehingga 

layak diberikan Bantuan Daerah berupa 

honor/ insentif/ upah daerah; 

c. bahwa untuk memberikan pedoman dan tertib administrasi 

dalam pemberian honor daerah bagi guru dan tenaga 

kependidikan non Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan 

Kota Cilegon maka perlu disusun suatu pedoman; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan W ali Kota Cilegon tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Daerah Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non 

PNS di Dinas Pendidikan Kota Cilegon; 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

Menimbang 

Mengingat 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Dacrah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang . . .  
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2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4301); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4536); 

4. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 

2008TentangPerubahan Keempat Atas Undang- 

UndangNomor 7 Tahun 1983 Ten.tang Pajak Penghasilan 

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 ten.tang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5105) scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Tahun 2010 Nomor 112,  Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5157); 

8. Peraturan . . .  



3 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, scbagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keungan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses pendidikan 

Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program 

Paket C. 

1 1 .  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi 

Sekolah/ Madrasah; 

12. Peraturan Daerah Kota Cilegon No 6 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan 

Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 

Nomor 6 Juni E); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 

Tahun 2015 ten tang Data Pokok Pendidikan; 

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 

2016 Nomor3 ); 

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 

Anggaran 2017; 

16. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 56 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas Pendidikan; 

17. Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018; 

18. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2017 tentang 

Standar Biaya Tahun Anggaran 2018. 

MEMUTUSKAN . . .  
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MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 

BANTUAN DAERAH BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

NON PNS DI DINAS PENDIDIKANKOTA CILEGON 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota Cilegon ini yang dimaksud dengan: 

1. Dacrah adalah Kota Cilegon. 

2. Pemerintah Daerah Kota Cilegon, yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelengara 

pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang 

yang 

mem1mp1 

menjadi 

Pemerintahan Daerah 

kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon. 

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cilegon. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon. 

6. Anggaran 

disingkat 

Pendapatan dan Belanja 

APBD adalah rencana 

Daerah, sclanjutnya 

keuangan Tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemeritntah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa 

dan Negara yang diselenggarakan di Kota Cilegon. 

8. Pengclolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan 

dalam penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional oleh 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/ Kota, Penyelengaraan Pendidikan yang didirikan 

masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan 

dapat berlangsung sesuaidengan tujuan pendidikan 

Nasional. 

9. Penyelenggaraan ... 
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9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan 

komponen sistem pendidikan pada satuan atau program 

pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar 

proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan 

Pendidikan Nasional. 

10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 

dikembangkan. 

11. Satuan Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan 

Dasar, Pendidikan Menengah dan PAUD Formal seperti 

Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA). 

12. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, 

lembaga pelatihan, kelompok belajar,pusat kegiatan belajar 

masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), 

Pendidikan Kesetaraan, dan PAUD nonformal seperti 

Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman 

Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). 

13. Pendidik Non PNS adalah GuruNon PNS yang bertugas di 

satuan pendidikan formal dan nonformal serta dinyatakan 

aktif dalam pendataan dapodik. 

14. Tenaga Kependidikan Non PNS adalah anggota masyarakat 

berstatus Non PNS yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yaitu Tenaga 

Perpustakaan, Tenaga Laboran, Tenaga Administrasi, 

Operator Pendataan Pendidikan, Penjaga Kcbersihan, Penjaga 

Sekolah, Pengclola PKBM, Pengurus PKBM, dan Pengurus 

TBM yang bertugas disatuan pendidikan formal dan 

nonformal serta dinyatakan aktif dalam pendataan dapodik. 

15. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah Daerah atau 

masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur 

pendidikan formal maupun nonformal 

16. Satuan pendidikan adalah kclompok layanan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan padajalur pendidikan 

formal,nonformal yang berstatus aktif dalam pendataan 

dapodik. 

17. Profesional .. .  
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17. Profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang 

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi. 

18. Kualifikasi akademik adalahijazah jenjang pendidik yang 

harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai 

dengan jenis jenjang, dan satuan pendidikan formal di 

tempat penugasan. 

19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,keterampilan, 

dan perilakudalam kegiatan yang harus dimiliki,dihayati clan 

clikuasai oleh pendiclik clan tenaga kepencliclikan dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 

20. Sertifikat aclalah bukti formal scbagai wujud pengakuan yang 

cliberikan kepada pendidik clan tenaga kepencliclikan sebagai 

tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan 

bersesuaian. 

21. Organisasi profesi aclalah kumpulan yang berbaclan hukum 

yang cliclirikan dan diurus oleh pencliclik atau tenaga 

kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya dan 

non komersial. 

22. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah yang diberi tugas 

oleh pemer:intah untuk menyelenggarakan program 

pendidikan dan pelatihan formal dalam mengembangkan 

ilmu pendidikan dan non pendidikan. 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk men:ingkatkan 

kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan sehingga 

penghasilan yang diterima sebagai Non Pegawai Negeri Sipil (Non 

PNS) dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya serta sebagai penghargaan kepada Guru dan 

Tenaga Kependidikan yang telah melaksanakan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

Pasal .. . 
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Pasal 3 

Tujuan Pembcrian Bantuan Daerah bagi Guru dan Tenaga 

KependidikanN on Pegawai N egeri Sipil di Lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Cilegon adalah sebagai berikut : 

a. Memotivasi Guru dan Tenaga KependidikanN on Pegawai N egeri 

Sipil untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara 

profesional dalam melaksanakan tugas di Sekolah/ Lembaga. 

b. Mendorong Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengelola 

dan Tutor Non Pegawai Negeri Sipil untuk fokus melaksanakan 

tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, 

pelatih, penilai dan pengevaluasi peserta didiknya dengan 

scbaik-baiknya sehingga menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif 

c. Meningkatkan pengelolaan mutu pendidikan melalui 

peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

daridelapan Standar Nasional Pendidikan. 

Pasal 4 

Sasaran Pemberian Bantuan Daerah bagi Guru dan Tenaga 

Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon 

adalah sebagai berikut : 

a. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di SD Negeri dan 

Swasta, SMP swasta, PAUD formal dan nonformal, dan Tutor 

PKBM yang berstatus aktif dalam pendataan dapodik satuan 

pendidikan. 

b. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas 

di SD Negeri dan Swasta, SMP Swasta, PAUD formal dan 

nonformal, pengurus PKBM, Pengelola PKBM, Pengurus TBM 

sebagai Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboran, Tenaga 

Administrasi, Operator Pendataan Pendidikan, Petugas 

Kebersihan dan Penjaga Sekolahyang berstatus aktif dalam 

pendataan dapodik satuan pendidikan. 

BAB . . .  
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BAB II 

KRITERIA PERSYARATAN 

Pasal5 

Program Bantuan Daerah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan 

Non Pegawai Negeri Sipil diberikan melalui dana APBD yang 

dialokasikan pada Anggaran Dinas Pendidikan Kota Cilegon yang 

disesuaikan dengan APBD Kota Cilegon. 

Pasal6 

Kriteria Penerima Bantuan Daerah adalah Guru dan Tenaga 

Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas disatuan 

pendidikan formal dan nonformal dengan persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Guru dan Tenaga KependidikanNon Pegawai Negeri Sipil di 

Satuan Pendidikan formal dan nonformal yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat 

(bukan kemenag) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan 

Pengangkatan/ Penugasan dari kepala satuan pendidikan bagi 

Guru Tidak Tetap (GTT)dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau 

ketua yayasan bagi guru tetap yayasan (GTY) dan pegawai 

tetap yayasan (PTY) 

b . Bagi Guru Non PNS memiliki masa kerja aktif paling sedikit 2 

tahun berturut -turut di satuan pendidikan induk dengan 

dibuktikan Surat Keputusan pembagian tugas mengajar 2 

tahun terakhir dari kepala satuan pendidikan. 

c. Bagi Tenaga Kependidikan Non PNS memiliki masa kerja aktif 

paling sedikit 2 tahun berturut - turut disatuan pendidikan 

induk dengan dibuktikan Surat Keputusan Penugasan 

sebagai pegelola PKBM, Pengurus PKBM, pengurus TBM, 

Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboran, Tenaga Administrasi, 

Operator Pendataan Pendidikan, Penjaga Kebersihan dan 

Penjaga Sekolah. 

d. Dinyatakan aktif pada satuan pendidikan induk dengan 

dibuktikan keaktifan pada Dapodik satuan pendidikan 

sebagai sumber data pokok pendidikan 

e. Masuk dan diusulkan oleh kepala satuan pendidikan sebagai 

calon penerima bantuan daerah bagi Guru dan Tenaga 

kependidikan non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota 

Cilegon. 

BAB ...  
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BAB III 

MEKANISME PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 

Penetapan Penerima 

Pasal 7 

(1) Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi kepada kepala 

satuan pendidikan terkait program pemberian bantuan 

daerah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS di 

lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon. 

(2) Kepala satuan pendidikan mengusulkan daftar dan berkas 

Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS calon penerima 

bantuan dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai 

mana diatur di dalam juknis pelaksanaan. 

(3) Dinas Pendidikan melakukan pendataan dan verifikasi data 

dan berkas calon yang diusulkan olch kepala satuan 

pendidikan. 

(4) Dinas Pendidikan melakukan penetapan hasil verifikasi data 

dan berkas sebagai bahan untuk di buatkan draft SK Wali 

Kota 

(5) Dinas pendidikan melakukan koordinasi kepada Bagian 

Hukum dan Bagian Kesra Pemerintah Kota Cilegon untuk 

penerbitan SK Wali Kota tentang penetapan calon penerima 

bantuan daerah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan non 

PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon 

(6) Wali Kota Cilegon mcnetapkan Penerima Bantuan Dacrah 

bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan 

Dinas Pendidikan Kota Cilegon dengan ditanda tanganinya 

SK Wali Kota. 

Bagian . . .  
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Bagian Kedua 

Penyaluran 

Pasal 8 

(1) Dinas Pendidikan melakukan pengusulan pembayaran 

kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

berdasarkan SK Wali Kota melalui subag keuangan Dinas 

Pendidikan Kota Cilegon setiap triwulan selama empat 

triwulan dalam satu tahun anggaran. 

(2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan 

verifikasi usulan pembayaran dari Dinas Pendidikan 

berdasarkan SK Wali Kota untuk di setujui 

(3) Setelah disetujui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah, Dinas Pendidikan melakukan pencairan dana 

melalui Bank BJB Cabang Kota Cilegon untuk ditransfer 

langsung ke rekening Guru dan Tenaga Kependidikan non 

PNS sebagai mana yang telah ditetapkan dalam lampiran SK 

Wali Kota 

(4) Apabila terdapat kesalahan data nomor rekening yang 

mengakibatkan dana belum cair, maka Dinas Pendidikan 

melakukan proses perbaikan data nomor rekeningyang valid 

untuk selanjutnya proses kebali oleh Bank BJB Cabang Kota 

Cilegon. 

(5) Pembayaran Bantuan Daerah bagi Guru dan Tenaga 

Kependidikan Non PNS dihitung nominal perbulan dikalikan 

3 bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali sesuai 

dengan jumlah kuota hasil verifikasi data setiap 3 bulan 

sekali. 

(6) Apabila kuota penenma setiap tiga bulan mengalami 

perubahan maka jumlah pembayaran akan disesuaikan 

dengan jumlah kuota yang ada. 

(7) Apabila nama penerma tidak aktif lagi/ mengundurkan 

diri/ meninggal dunia/ pindah instansi induk diluar kota 

Cilegon maka tidak dapat digantikan pada tahun berjalan 

dan akan digantikan pada tabun anggaran berikutnya sesuai 

dengan usulan dari kepala satuan pendidikan melalui 

tahapan verifikasi data dan berkas. 

Bagian . . .  
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Bagian Ketiga 

Hak dan Kewajiban 

Pasal 9 

(1) Dalam rangka pemberian Bantuan Daerah bagi Guru dan 

Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Cilegon, maka Guru dan Tenaga 

Kependidikan Non PNS mempunyai hak sebagai berikut: 

a. Menjadi calon penerima yang diusulkan oleh kepala 

satuan pendidikan 

b. Melakukan pengusulan berkas mclalui kepala satuan 
pendidikan 

c. Mengikuti proses verifikasi data dan berkas oleh Dinas 

Pendidikan Kota Cilegon 

d. Menerima transfer dana Bantuan Daerah ke rekening 

penerima bagi Guru dan Tenaga Kependidikan yang 

dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan dalam SK Wali 

Kota 

(2) Dalam rangka pemberian Bantuan Daerah bagi Guru dan 

Tenaga Kcpendidikan Non PNS di Lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Cilegon, maka Guru dan Tenaga 

Kependidikan Non PNS mempunyai Kewajiban sebagai 

berikut: 

a. Melakukan pengusulan data dan berkas melalui kepala 

satuan pendidikan setiap tiga bulan sekali 

b. Mengikuti aturan dan prosedur verifikasi yang dilakukan 

oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon 

c. Bagi Guru non PNS yang bertugas di satuan pendidikan 

formal wajib menyerahkan cetak data info GTK yang 

bersumber dari laman resmi 

http://info.gtk.kemdikbud.go.id yang berisi data Guru 

yang bersangkutan dan bagi Guru non PNS yang bertugas 

disatuan pendidikan nonformal wajib menycrahkan 

laporan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan 

nonformal yang ditandatangani dan distempel basah oleh 

kepala satuan pendidikan. 

d. Bagi ... 
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d. Bagi Tenaga Kependidikan non PNS yang bertugas 

disatuan pendidikan formal wajib menyerahkan laporan 

kinerja yang telah dilakukan per-semester dan bagi 

Tenaga Kependidikan non PNS yang bertugas di satuan 

pendidikan nonformal wajib menyerahkan laporan 

perkembangan satuan pendidikan yang ditandatangani 

dan distempel basah olch kepala satuan pendidikan. 

e. Khusus bagi Tenaga Kependidikan non PNS yang bertugas 

sebagai Operator Dapodik satuan pendidikan wajib 

menyerahkan dokumen progres penginputan Dapodik 

pertiga bulan dalam bentuk print out, dijilid warna kuni:ng 

bagi: satuan pendidikan TK, warna merah bagi satuan 

pendidikan SD, warna biru bagi satuan pendidikan SMP 

serta di lengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) validasi Dapodik yang dibuat setiap bulan 

dan ditanda tangani kepala satuan pendidikan dan 

distempel basah diatas materai Rp.6000. 

Bagian Keempat 

Penghentian Pembayaran 

Pasal 10 

Pemberian Bantuan Daerah bagi Guru dan Tenaga 

KependidikanNon Pegawai Negeri Sipil di Li:ngkungan Di:nas 

Pendidikan Kata Cilegon akan dihentikan apabila penerima: 

a. Meni:nggal Dunia yang di:nyatakan dengan Surat Kematian. 

b. Mengundurkan di:ri dari satuan pendidikan yang dibuktikan 

dengan surat pengunduran di:ri dari yang bersangkutan. 

c. Diberhentikan karena alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan 

d. Pindah satuan pendidikan formal dan nonformal indukdi luar 

Kata Cilegon, dan 

e. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Wali Kata i:ni. 

f. Telah berusia 59 tahun atau Pensiun dari satuan pendidikan 

formal dan nonformal pada tahun anggaran berjalan. 

g. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam 

Peraturan W ali Kata i:ni. 

Pasal ... 
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Pasal 11  

(1) Dalam hal penghentian Bantuan Daerah bagi Guru dan 

Tenaga KependidikanNon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Dinas Pendidikan Kota Cilegon sebagaimana dimaksud 

dalam pasal l0Kepala Satuan pendidikan menyampaikan 

laporan kepada pengelola kegiatan pada Dinas Pendidikan. 

(2) Dalam hal terjadi penghentian pemberian Bantuan Daerah 

bagi Guru dan Tenaga KependidikanNon Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon, maka tidak 

dapat dilakukan penggantian nama, nomor 

rekeningdan/ atau penambahan penerima honor daerah pada 

tahun berjalan. 

BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 12 

(1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

penyaluran Bantuan Daerah bagi Guru dan Tenaga 

Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Cilegon dilaksanakan oleh tim monitoring 

tingkat kota. 

(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) 

kali dalam 1 (satu) tahun 

(3) Tim monitoring sebagaimana ayat 1 ( satu ) ditetapkan oleh 

Keputusan Wali Kota Cilegon 

BABV 

KETENTUAN LAIN 

Pasal 12 

Ketentuan yang mengatur pemberian Bantuan Daerah dan 

pengembalian pada kas daerah karena sifat kekhususannya 

tidak diatur dalam peraturan ini, diatur tersendiri sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

BAB . . .  
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Wali Kota ini 

sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut 

oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon. 

Pasal 14 

Peraturan Wali Kota in mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota 

Cilegon. 

Ditetapkan di Cilegon 

Pada tanggal 13 Februari 2018 

Plt. WALI KOTA CILEGON, 

ttd 

EDI ARIADI 

Diundangkan di Cilegon 

Pada tanggal 13 Februari 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, 

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 6 


